
• Peningkatan perlindungan dan utilisasi kekayaan intelektual 

• Manajemen pengetahuan dan pemberdayaan kekayaan intelektual 

• Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa kekayaan intelektual 

A. Stakeholder Perspective 

Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual (DJKI) dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya di bidang Kekayaan lntelektual, berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan, mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, serta melakukan peningkatan 
berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Kementerian Hukum dan HAM, yaitu 

Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan lnovatif (PASTI). 

Dalam rangka mendukung Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, DJKI memiliki 

tekad yang kuat agar seluruh pegawai dan pihak-pihak terkait lainnya menjalankan Arah 

Kebijakan DJKI sebagai berikut : 

ARAH KEBIJAKAN 

"Membangun Ekosistem Kekayaan lntelektual yang Memberikan Nilai Kemanfaatan Sosial 

dan Ekonomi bagi Indonesia" 

TUJUAN 

1. Membangun sistem kekayaan intelektual yang responsif, andal, dan memberi 

perlindungan 

2. Membangun platform kekayaan intelektual sebagai tulang punggung (backbone) 

manajemen pengetahuan dan produksi kekayaan intelektual Indonesia 

3. Mendorong kolaborasi dalam ekosistem kekayaan intelektual Indonesia yang 

berorientasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi pengetahuan 

4. Mempromosikan aset-aset kekayaan intelektual Indonesia guna melindungi hak 
kebudayaan dan membangun identitaslbranding bangsa 

MISI 

"Menjadi lnstitusi Kekayaan lntelektual Berkelas Dunia" 

VISI 
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Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan Rencana Strategis DJKI yang sudah 

ditetapkan serta disampaikan kepada seluruh pegawai dan pihak-pihak yang terkait untuk 

ditindaklanjuti dan diterapkan secara konsisten. 

~ Rightsized structure 

~ Penyempurnaan business process 

~ Penguatan Kinerja Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja 

~ Pembangunan budaya kerja yang responsif dan proaktif 

• Human Capital 

~ Penguatan sistem merit 

~ Pengembangan talenta DJKI 

• General Support 

~ Optimalisasi e-procurement 

~ Peningkatan jangkauan kehumasan dan informasi publik 

~ Penguatan sistem IT yang efektif, efisien, dan user friendly 

C. Learning and Growth Perspective 

• Manajemen Kinerja 

B. Internal Perspective 

• Modernisasi layanan hak cipta, produk hak terkait, desain industri, paten, desain tata 

letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, merek, dan indikasi geografis 

• Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kl 

• Penguatan manajemen pengetahuan Kl berbasis TIK 

• Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

• Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa Kl 

• Penguatan akuntabilitas dan integritas instansi 
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